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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kabupaten Aceh Barat Daya adalah sebuah Kabupaten yang terletak di 

Provinsi Aceh, Indonesia. Keberadaan Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai 

sebuah Kabupaten merupakan hasil pemekaran dari wilayah Kabupaten Aceh 

Selatan. Pengakuan pemerintah terhadap kelahiran Kabupaten Aceh Barat Daya 

secara Yuridis dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002.
1
 

Kabupaten Aceh Barat Daya sering disingkat dengan nama ABDYA, Kabupaten 

ini mempunyai Ibu Kota yang disebut dengan kota Blang Pidie. Pemekaran 

wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya terjadi karena Kabupaten ini dianggap 

sudah sangat pantas untuk menjadi Kabupaten yang otonom. Dengan kata lain 

Kabupaten ini sudah dapat berdiri sendiri dan memisahkan diri dari Kabupaten 

induk Aceh Selatan, hal tersebut dapat dilihat dari segi kepadatan penduduk dan 

juga dari segi geografisnya. Kabupaten ini resmi dibentuk pada tanggal 10 April 

2002, yang disahkan oleh Presiden RI Megawati Soekarnoputri.
2
 

Pemekaran wilayah yang terjadi di Kabupaten Aceh Barat Daya, membawa 

Kabupaten ini mengalami peningkatan akan kebutuhan profesi PNS (Pegawai 
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Negeri Sipil). Terjadi perubahan struktural pada Kabupaten yang baru terbentuk 

tersebut. Pemerintah kemudian membuka tes CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) 

untuk daerah ini.  Maka timbul kesadaran pada diri masyarakat di Kabupaten 

Aceh Barat Daya akan pentingnya pendidikan. Masyarakat beranggapan bahwa 

pekerjaan yang lebih menjanjikan akan diperoleh oleh orang yang melanjutkan 

pendidikan untuk memperoleh gelar sarjana. Kesadaran akan pendidikan tersebut 

banyak menghampiri ibu-ibu rumah tangga yang ada di Kabupaten Aceh Barat 

Daya. Mayoritas dari ibu-ibu rumah tangga ini kemudian mendapat izin dari 

suaminya untuk melanjutkan pendidikan.  

Perubahan akan peningkatan kesadaran pendidikan, kemudian menimbulkan 

dampak yang baik terhadap Kabupaten Aceh Barat Daya. Sebelumnya, ketika 

minat masyarakat akan pendidikan masih tergolong sangat rendah, beberapa 

masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan harus merantau ke Kabupaten 

lain, mereka harus pergi ke Kabupaten Aceh Barat, karena hanya di Kabupaten 

Aceh Barat terdapat Universitas untuk dapat melanjutkan pendidikan. Namun, 

ketika minat dan kesadaran akan pendidikan yang dirasakan oleh masyarakat 

mengalami peningkatan, maka pemerintah Aceh Barat Daya dapat membantu 

mewujudkan cita-cita masyarakat melalui kerja sama dengan Universitas yang 

ada di Banda Aceh untuk membangun cabang di Kabupaten Aceh Barat Daya. 

Dengan kemudahan yang ditawarkan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Barat 

Daya ini, banyak ibu-ibu rumah tangga dapat meraih gelar sarjana. 
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Perubahan demi perubahan yang telah terjadi di Kabupaten Aceh Barat 

Daya, menghantarkan ibu-ibu rumah tangga mampu meraih gelar sarjana yang 

kemudian dapat mereka manfaatkan untuk mengikuti tes CPNS (Calon Pegawai 

Negeri Sipil). Perubahan tersebut menciptakan fenomena ibu-ibu rumah tangga 

mendapatkan profesi baru yaitu sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil). Hal ini 

menimbulkan dampak positif dalam kehidupan rumah tangga. Dengan profesi 

istri sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) maka dapat meningkatkan status sosial 

ekonomi dalam keluarga. Di samping dampak positif, hal menarik yang terjadi 

adalah meningkatnya angka perceraian pada pasangan suami istri yang ada di 

Kabupaten Aceh Barat Daya. Seiring dengan berjalannya waktu, kehidupan 

rumah tangga mulai mengalami kekacauan. Kekacauan ini disebabkan oleh 

profesi suami yang mulai mengalami ketidakjelasan dan suami dianggap tidak 

mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan semestinya. Istri merasa 

dirugikan oleh keadaan ini. 

Dalam sebuah perjalanan pernikahan, terdapat banyak tantangan dan kejutan 

indah yang akan dihadapi oleh masing-masing pasangan suami istri. Pasangan 

suami istri harus mempunyai bekal yang cukup ketika akan menciptakan 

kehidupan rumah tangga, karena pernikahan bukan hanya merubah status 

seseorang tetapi juga mampu memberikan kehidupan yang baru bagi kedua 

pasangan. Pernikahan merupakan awal dari kehidupan rumah tangga atau sebuah 

proses menciptakan keluarga, jika pernikahan tidak dapat dipertahankan maka 
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akan berujung pada perceraian. Perceraian dapat menghancurkan rumah tangga 

dan meruntuhkan sebuah keluarga. Namun, jika pasangan suami istri dapat 

bekerja sama serta mengerti tanggung jawab masing-masing, maka akan 

menciptakan keluarga yang harmoni dan kekal abadi. 

Keluarga merupakan pencetak generasi untuk masa depan. Generasi-

generasi atau yang kerap disapa dengan muda mudi terlahir dari sebuah ikatan 

pernikahan, karena proses pernikahan tidak hanya menyatukan kedua pasangan 

yang sebelumnya hidup dengan latar yang berbeda, tetapi juga dapat melahirkan 

generasi-generasi baru bagi dunia. Keluarga adalah pondasi pertama untuk 

tumbuh kembangnya generasi. Jika sebuah keluarga hancur, maka dapat 

dipastikan generasi-generasi muda juga ikut tidak bisa mengurus masa depannya, 

karena mereka merasa tidak ada lagi tempat bagi mereka untuk bernaung atau 

melindungi diri. Jadi bagaimana bisa mereka dapat meraih masa depan yang 

indah atau melalui setiap proses dalam pencapaian masa depan, jika tidak 

didampingi oleh kedua orang tua yang bersatu serta hidup rukun dan untuk siapa 

lagi mereka akan mempersembahkan masa depan tersebut jika keluarga sudah 

hancur berantakan. 

Salah satu penyebab keluarga hancur ialah perceraian. Perceraian terjadi 

antara dua individu yang hidup dalam sebuah ikatan pernikahan, kemudian 

berpisah karena konflik-konflik tertentu. Perpisahan ini dapat merugikan salah 

satu pihak dari pasangan tersebut atau bahkan dapat merugikan kedua belah 
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pihak. Selain itu, perpisahan antar kedua pasangan juga dapat melibatkan 

kerugian pada pihak lain, yaitu anak. Dampak yang besar dari sebuah perceraian 

akan dirasakan oleh anak, karena anak merasa kehilangan sosok panutan dari 

orang tuanya dan  anak juga dapat merasakan kehancuran ketika menyaksikan 

orang tuanya tidak bisa lagi hidup dalam satu atap bersama. 

Pada era ini, perceraian menjadi kasus yang tidak jarang kita jumpai di 

kalangan masyarakat. Perceraian juga tidak lagi bergantung pada talak yang 

dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, karena fenomena yang sedang  berlaku 

atau yang banyak diadopsi oleh masyarakat sekarang ialah cerai-gugat (istri 

menggugat cerai suami). Cerai-gugat di kalangan masyarakat lebih unggul 

daripada cerai-talak. Sehingga  kasus perceraian di beberapa daerah di Indonesia 

menjadi kasus yang mendominasi, hal itu bisa terjadi karena sang istri merasa 

tidak diuntungkan selama menjalani hidup berumah tangga. Terjalin ikatan 

pernikahan merupakan awal pertama dalam pembentukan sebuah keluarga. 

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat. Jika keluarga bubar 

(bercerai) maka hilanglah satu unit di dalam masyarakat tersebut. Keberadaan 

keluarga sangat penting bagi kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut dikarenakan 

terdapat beberapa fungsi yang menjadi tanggung  jawab keluarga serta dapat 

diakui dan dih arapkan oleh masyarakat. 

 Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang beragama. Hidup 

mereka berpedoman pada agama dan norma-norma yang lain seperti norma adat 
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dan hukum. Semua agama yang ada di Indonesia, yaitu agama Islam, agama 

Kristen (Katolik dan Protestan), agama Budha, agama Hindu, maupun Agama 

Kong Hu Chu, tidak ada yang membela sebuah perceraian karena semua agama 

ini sangat tidak menyukai permusuhan atau konflik. Menurut agama Kristen 

hidup dalam sebuah ikatan perkawinan tidak bisa diceraikan oleh kuasa 

manusiawi manapun dan dengan alasan apapun karena perkawinan agama Kristen 

adalah perkawinan yang sakramental
3
. Sedangkan dalam agama Budha 

perkawinan adalah sarana untuk mencapai kebahagiaan, karena tujuan utama dari 

agama Budha ialah mencapai kebahagiaan. Agama Budha juga sangat memuji 

suatu perkawinan apabila hal tersebut mengantarkan seseorang pada jalan 

Dhamma
4
. Menurut agama Hindu perkawinan merupakan proses untuk 

mendapatkan keturunan dan untuk menebus dosa-dosa orang tua dengan 

menurunkan seorang putra laki-laki. Menurut agama Kong Hu Chu perkawinan 

merupakan peristiwa yang penting dan dimaknai sebagai pangkal generasi dan 

merupakan perpaduan dua manusia dari marga yang berbeda, yang ditujukan 

untuk memelihara jabatan bijak dengan orang-orang yang berhubungan dekat 

yaitu seorang istri menjadi satu dengan  suami yang menjadi pasangannya.
5
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Agama-agama tersebut menginginkan kedamaian dan kebahagiaan yang 

dapat dirasakan oleh penganutnya dan tidak menganjurkan penganutnya untuk 

bermusuhan serta bercerai-berai. Salah satu agama yang tidak menyukai 

perceraian adalah agama Islam, di dalam agama Islam perceraian sangat tidak 

dianjurkan, bahkan menjadi perbuatan halal yang tidak disukai Allah SWT. 

Karena banyak sekali dampak yang kurang baik dari perceraian. Namun, jika 

ikatan pernikahan yang dijalani lebih banyak mengandung mudharat dan jalan 

keluar satu-satunya ialah perceraian, maka boleh dilakukan. Dalam hal ini Allah 

berfirman;                                                                                                                                        

 

 

Artinya: Kepada orang-orang yang meng-ilaa’ istrinya diberi tangguh empat 

bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), maka 

sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha P enyayang. Dan jika 

mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha 

Mendengar lagi Maha Mengetahui.
6
 

Salah satu daerah yang memiliki angka perceraian tertinggi, adalah 

Kabupaten Aceh Barat Daya. Di Kabupaten Aceh Barat Daya kasus perceraian 

mendominasi daripada kasus-kasus yang lain. Meningkatnya angka perceraian 

terjadi setiap tahun di Kabupaten tersebut.  
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Perceraian yang terjadi di Kabupaten Aceh Barat Daya didominasi oleh 

gugatan dari istri terhadap suami. Pada kasus-kasus perceraian yang diajukan 

kepada BP4 (Badan Penasihat pembinaan dan Pelestarian Perkawinan)  sejak 

tahun 2002, awal terbentuknya Kabupaten Aceh Barat Daya, ketika memisahkan 

diri dengan Kabupaten Aceh Selatan, kebanyakan kasus yang ditangani oleh BP4 

(Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) ialah kasus perceraian 

dengan dijatuhkannya talak oleh suami terhadap istrinya. Tetapi pada saat ini 

yang lebih sering dipakai oleh masyarakat yang hendak bercerai ialah 

mengajukan gugatan dari pihak istri terhadap suami. Terdapat ketidaksesuaian 

antara tahun 2002 hingga beberapa tahun terakhir ini, tepatnya sejak tahun 2012. 

Gugatan cerai ini dilakukan dari kalangan istri yang berprofesi sebagai PNS 

(Pegawai Negeri Sipil) yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya.  

Kabupaten Aceh Barat Daya yang sedang dalam situasi peningkatan angka 

perceraian pada setiap tahun, membuat pihak BP4 (Badan Penasihat Pembinaan 

dan Pelestarian Perkawinan)  Kabupaten ini khawatir jika angka perceraian akan 

mengalami kesetaraan dengan angka pernikahan. Pihak BP4 (Badan Penasihat 

Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) menangani urusan calon pengantin yang 

ingin melangsungkan pernikahan dan juga terkadang dihadapi dengan kasus 

gugatan cerai serta proses perceraian suami istri pada setiap harinya. Walaupun 

tidak semua gugatan tersebut berakhir di Mahkamah Syariah atau yang akrab 

disebut dengan Pengadilan dan hakim mengetuk palu atas sahnya perceraian, 
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karena pada saat melangsungkan proses perceraian pasangan suami istri dapat 

menyelasikan masalah yang melilit rumah tangganya dan kemudian mereka bisa 

rujuk kembali menjadi keluarga yang normal. Namun, pernikahan dan perceraian 

seperti menjadi trend di kalangan masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya, 

karena pihak BP4 (Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) 

mengakui sejak tahun 2012 silam, banyak kasus perceraian yang diajukan ke 

Mahkamah Syariah atau Pengadilan yang mengatasnamakan daerah Kabupaten 

Aceh Barat Daya.
7
 

Fenomena ini sangat membuat pihak BP4 (Badan Penasihat Pembinaan dan 

Pelestarian Perkawinan) merasa khawatir. Tetapi pihak BP4 (Badan Penasihat 

Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan)  belum mendapatkan solusi dari masalah 

ini. Hal ini menjadi tugas pihak BP4 (Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian 

Perkawinan), pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dan orang-orang yang 

menganggap kasus ini adalah masalah besar yang harus diselesaikan untuk 

perbaikan pada masa yang akan datang di Kabupaten Aceh Barat Daya. 

B. Rumusan Masalah 

  Dengan memperhatikan latar belakang yang telah saya jabarkan di atas, ada 

beberapa hal yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini : 

1. Bagaimana terjadinya perubahan sosial di Kabupaten Aceh Barat Daya ? 

                                                           
      

7
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Oktober 2017. 
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2. Bagaimana terjadinya perceraian  pada pasangan suami istri di Kabupaten 

Aceh Barat Daya ? 

3. Bagaimana hubungan antara perubahan status sosial ekonomi istri dengan 

peningkatan perceraian di Kabupaten Aceh Barat Daya ? 

C. Tujuan Penelitian 

  Adapun tujuan penelitian ini antara lain yaitu : 

1. Mengetahui bagaimana proses terjadinya perubahan sosial di Kabupaten  

Aceh Barat Daya. 

2. Mengetahui bagaimana proses yang mendorong terjadinya perceraian pada 

pasangan suami istri di Kabupaten Aceh Barat Daya. 

3. Mengetahui bagaimana hubungan antara perubahan status sosial ekonomi istri 

dengan peningkatan perceraian  di Kabupaten Aceh Barat Daya. 

D. Manfaat Penelitian 

   Manfaat dari penelitian ini dilihat dari segi teoritis dan praktis. 

Adapaun manfaat yang terkandung adalah : 

1. Secara teoritis:  Hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam teori terhadap ilmu 

Sosiologi Keluarga atau Sosiologi Islam. 

2. Secara praktis: Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan 

pertimbangan bagi pemerintah maupun BP4 Kabupaten Aceh Barat Daya 

dalam menanggulangi kasus perceraian ini dengan memberikan penyuluhan 
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yang dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam mempertahankan 

pernikahannya. 

 

 

 

 


